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 BAB V 

Kesimpulan dan Saran 

5.1. Kesimpulan 
 

1. Sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan ini disesuaikan dengan masing-

masing objek yang ditemukan di lapangan, antara lain sumber daya adalah 

peran utama pelaksana, antara lain tenaga kerja sebagai pelaksana, dana 

sebagai penunjang, dan dana sebagai pelaksana. pelaksana agen. Ketiga hal 

tersebut memiliki kesinambungan yang kuat, tanpa salah satu dari ketiga hal 

tersebut maka pencegahan terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis 

tidak dapat dilakukan.  

2. Ciri-ciri pelaksana dan sikap pelaksana bakti sosial di instansi pelaksana 

Pelaksanaan kebijakan ini disesuaikan dengan pengamatan atau objek yang 

ditemukan di tempat, termasuk organisasi anggota pelaksana masyarakat, 

lembaga swadaya masyarakat , dan organisasi profesi  

3. Kegiatan Pelaksanaan Pelaksanaan kebijakan ini disesuaikan dengan obyek 

yang ditemukan di tempat.Sehubungan komunikasi antara dinas sosial dengan 

pihak terkait lainnya cukup baik.Instansi terkait terdiri dari unsur Mapolres, 

Unsur dukcapil, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi 

kemasyarakatan.  

4. Dari segi lingkungan dan masyarakat, pelaksanaan kebijakan ini disesuaikan 

dengan setiap objek yang ditemukan di lokasi, dan masyarakat sendiri tidak 

berperan aktif dalam membantu pemerintah melaksanakan kebijakan ini. 

karena masih banyak masyarakat yang memberikan uang kepada anak jalanan, 

gelandangan, pengemis dan pengamen dengan berbagai alasan. 
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5. Terjadinya hambatan lingkungan eksternal dalam kebijakan ini disesuaikan 

dengan setiap objek yang ditemukan di tapak. Masyarakat sendiri tidak 

berperan aktif dalam membantu pemerintah melaksanakan kebijakan ini, 

karena masih banyak masyarakat yang mendonasikan uang dengan berbagai 

alasan. Anak jalanan, gelandangan, pengemis dan artis jalanan. Hal ini 

membuat tujuan kebijakan tidak optimal dalam pelaksanaannya. 

5.2. Saran 

1. Dari segi sumber daya, perlu ditambahkan faktor pelaksanaan tambahan 

dalam penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di kota Mataram.  

2. Dilihat dari sifat dan watak pelaksana, sikap pelaksana harus lebih berperan 

dalam masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat.  

3. Mabes Polri, Dukcapil dan LSM setempat, beserta komponennya, semakin 

kooperatif dalam kegiatan penertiban.  

4. Perlu dilakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat untuk mendukung 

pelaksanaan kebijakan penanganan masalah anak tunawisma dan pengemis di 

Mataram, dengan fokus pada aspek lingkungan dan sosial.  

5. Meningkatnya kesadaran publik akan tujuan kebijakan 
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Gambar 1 . Wawancara bersama Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial 

 
Sumber : Dokumentasi Peneliti,2021 

 

Gambar 2 : Wawancara bersama Seksi bidang Rehabilitasi Dinas Sosial 

 
Sumber : Dokumentasi Peneliti,2021  
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Gambar 3 : Gelandangan di Persimpangan Lampu merah

 
Sumber: Dokumentasi Peneliti,2021 

 

Gambar 4: Anak Jalanan di Persimpangan Sriwijaya 

 
Sumber : Dokumentasi Peneliti,2021 

 

 

 

 

 

 

 



 

70 
 

Gambar 5, 6, dan 7 : Satuan Petugas Dinas Sosial Kota Mataram sedang 

turun lapangan untuk melaukan razia 

 

 
Sumber : Dokumentasi Peneliti,2021 
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